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Dewasa ini berbagai macam sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Dalam 

menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk 

memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginannya. Skema 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara 

yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui litigasi 

di Pengadilan Niaga, maupun non litigasi dengan menggunakan mekanisme 

alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil 

akhir dari kesepakatan penyelesaian sengketa para pihak adalah perdamaian yang 

dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. 

Untuk melihat kedudukan akta Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan 

merek di luar pengadilan, khususnya dalam sengketa merek “X” antara PT CPS 
dan ahli waris almarhum HK, diperlukan penelitian mengenai kepastian 

keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di 

hadapan Notaris. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Dari 

hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian diantara 

para pihak dibuat dalam bentuk akta perdamaian di hadapan Notaris mengikat 

para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna. 
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Recently, various different types of disputes can arise in the community. In 

resolving these disputes, the disputing parties are given the freedom to choose the 

dispute resolution forum according to their wishes. Non-court dispute resolution 

schemes are strengthened by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and 

Alternative Dispute Resolution. Juridically, the mechanism of brand dispute 

resolution can be done through litigation in the Commercial Court, as well as non-

litigation by using an alternative mechanism for dispute resolution, either through 

arbitration, negotiation, mediation, conciliation, and other ways agreed upon by 

both parties of the dispute. The final result of the parties' dispute settlement 

agreement is resolution which is poured into a form of peace treaty made before a 

Notary. To see the position of the Notary deed in resolving disputes over brand 

deletions outside the court, especially in the dispute over the "X" trademark 

between PT CPS and the inheritors of HK’s trademark, research is needed on the 

certainty of enforceability and the power to bind a peace agreement made before a 

Notary. In this study, the type of research used is normative legal research with a 

law and case approach. From the results of these studies, it can be concluded that 

the peace agreement between the parties was made in the form of a deed of peace 

before the Notary binds the parties as a law for the parties and as evidence with 

perfect power. 
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